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ABSTRAK 
 
Nama            : Dwi Anna Desyanti  
Nim            : 50200113022 
  Judul           : Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa 
 
 
 Skripsi ini membahas peran hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Pokok masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana peran hakim mediasi dalam mengatasi  perceraian keluarga di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa selanjutnya dapat dirumuskan 
sub masalah yaitu: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan  tingginya perceraian di 
Kabupaten Gowa? 2). Bagaimana upaya hakim mediasi dalam mengatasi perceraian 
di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?  
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 
berlokasi di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Pendekatan 
penelitian yang dilakukan  adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan bimbingan. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni Mediator/Hakim 
dan Pasangan keluarga yang bermasalah dan sumber data sekunder yakni literatur 
buku, jurnal, majalah, dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang 
berkaitan dengan aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik 
pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, a. faktor yang menyebakan tingginya 
perceraian di Kabupaten Gowa adalah 1) ketidakharmonisan dalam rumah tangga, 2) 
kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarga, 3) adanya gangguan pihak ketiga, 
3) faktor ekonomi, 4) Mabuk yang disebabkan krisisnya akhlak dan moral yang 
dimiliki individu masing-masing. b. Adapun upaya hakim mediasi dalam mengatasi 
perceraian yakni dengan menggunakan beberapa metode: 1) bimbingan individual 
yang meliputi wawancara mendalam dan mediasi face to face/ satu persatu, 2) 
bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan sharing. 
Adapun implikasi penelitian ialah 1) diharapkan kepada pihak Pengadilan 
Agama Sungguminasa agar menambah hakim mediasi untuk terjadinya penumpukan 
perkara perceraian. 2) diharapkan pula kepada para hakim/mediator agar lebih 
berupaya dan menggunakan metode-metode lain dalam proeses mediasi, 2) kepada 
masyarakat agar kiranya lebih memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah 
urusan kecil, namun butuh kematangan emotional, kedewasaan dan rasa tanggung 
jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga yang 
harmonis. 
 
 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam berisi aturan-aturan tentang setiap segi kehidupan manusia, termasuk 
didalamnya segi pergaulan antar jenis maupun lawan jenis yang secara ilmiah 
memerlukan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Firman Allah swt. dalam Q.S 
Az-Dzariyat/51:49 
 
               
Terjemahnya : 
“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah”.1 
Menurut fitrahnya manusia dilengkapi  dengan kecenderungan seks.  Allah 
swt. menyediakan wadah untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai 
dengan derajat kemanusiaan, yaitu lembaga perkawinan.  Perkawinan merupakan 
salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi 
kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal.  Tanpa perkawinan kehidupan 
seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya.  
Allah swt. telah menciptakan mahluk-Nya secara berpasang-pasangan.
2
 
 
                                                 
1
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 
2014), h. 49. 
2
Andi Nur Naga, Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar (Makassar: Cv 
Telaga 2001), h.3. 
2 
 
 
 
Perkawinan adalah dasar pondasi bagi masyarakat, karena dalam perkawinan 
itu terbentuk tali ikatan antar individu secara kuat. Perkawinan itu pula lahir etika 
hidup berkeluarga dan adat kebiasaan yang dibangun bersama dalam merespon semua 
persoalan yang dihadapi dalam kehidupan.
3
  Melalui perkawinan kita belajar 
memaknai hidup, bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa hidup sendiri, pasti kita 
akan membutuhkan bantuan orang lain. 
Keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah, 
Warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih 
sayang, untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi 
membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik. Keluarga seperti itu tidak 
mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peran seluruh keluarga di dalam 
rumah tangga.
4
 
Hakekatnya dalam perkawinan selalu terdapat lika-liku yang dapat 
menyebabkan ikatan perkawinan menjadi renggang seiring adanya perbedaan-
perbedaan dan permasalahan-permasalahan yang timbul setelah perkawinan 
berlangsung yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. 
Permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga disebabkan oleh 
berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT)  dan perselingkuhan yang berujung pada perceraian. 
Perceraian merupakan pilihan paling menyakitkan bagi pasangan 
suami dan istri,  namun perceraian bisa menjadi pilihan terbaik dalam 
menyelesaikan segala hal  
                                                 
3
Muhammad Saleh Ridwan,  Keluarga Sakinah  Mawaddah  Warahmah  (Cet. I;  Makassar: 
Alauddin University Press,  2012),  h. 5.  
4
 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (Cet. II; 
Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 43.  
 
3 
 
 
 
permasalahan dalam rumah tangga apabila sudah tidak bisa diselesaikan secara 
kekeluargaan dan juga untuk kebaikan bagi kedua belah pihak. Walaupun Allah swt. 
menghalalkan sebuah perceraian, namun perkara tersebut merupakan sesuatu yang 
paling dibenci Allah swt. Dengan demikian sebagai seorag muslim tentunya harus 
berupaya untuk mendamaikan keduanya, walaupun permasalahan sudah diujung 
tanduk atau masalah sudah sampai pada puncaknya. 
 Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang 
terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, seperti 
firman Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat/49: 10  
 
                         
 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 
kamu mendapat rahmat.”5  
 
Masalah perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama semakin meningkat 
dari tahu ke tahun, begitu pula yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Gowa. Tingkat perceraian di wilayah Gowa terus meningkat dengan berbagai alasan 
dan faktor penyebab, sehingga untuk meminimalisir angka perceraian tentu 
dibutuhkan peran hakim/mediator. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 3  
                             
                   
Terjemahnya : 
                                                 
5
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 516. 
4 
 
 
 
Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 
seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga 
perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha 
mengetahui Maha teliti.
6
 
Ayat diatas menerangkan apabila takut diantara suami istri 
terjadinya persengketaan maka utuslah hakam dari kedua belah pihak.  Inilah 
yang merupakan salah satu yang menjadi dasar hukum bagi mediasi.  
Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh kesepakatan keduah belah pihak dibantu 
oleh mediator/hakim.  
Mediator/hakim dalam proses mediasi memiliki peran yang penting 
dan dipandang sangat baik dalam membantu meminimalisir perkara 
perceraian.  Namun, mediasi tidak selamanya berhasil di dalam membantu 
proses penyelesaian perkara.  Kenyataanya, tingkat perceraian semakin 
meningkat begitu pula yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kabupaten Gowa. 
Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik mengadakan 
penelitian dengan judul “Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian 
Keluarga di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini berjudul Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.  Olehnya penelitian ini akan 
difokuskan pada ruang lingkup tentang Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi 
Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.  
                                                 
6
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.35. 
5 
 
 
 
 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa 
peran hakim mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat membantu dalam 
mengurangi penumpukan perkara.  Mediasi dipandang sangat baik karena dalam hal 
ini dibantu oleh hakim mediasi yang bertugas memberikan nasehat dan mengajarkan 
kerukunan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka pokok masalah 
dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi 
Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa” selanjutnya dapat 
dirumuskan sub masalah yaitu sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya perceraian di Kabupaten 
Gowa? 
2. Bagaimana upaya hakim mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam 
mengatasi perceraian di Kabupaten Gowa? 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten 
Gowa, khususnya eksistensi mediasi terhadap perceraian di Pengadila Agama 
Sungguminasa. Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan 
penelitian ini antara lain  : 
1. Hubungannya dengan Buku-buku 
Menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas 
permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku/skripsi maupun 
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dalam bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan objek, maka penulis akan 
memaparkan beberapa tinjauan pustaka yang sudah ada.  
Buku “Aneka Hukum Perceraian di Indonesia”7 dan dalam buku “Hukum 
Perkawinan Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama”8 yang disusun 
oleh H. M. Djalil Latif yang menjelaskan perceraian dalam hukum Islam hanyalah 
pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah 
terjadinya perceraian.  Dibahas pula perceraian menurut undang-undang perkawinan 
mulai dari putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian, usaha perdamaian, tata 
cara perceraian, sampai kepada akibat-akibat hukumnya. 
Buku yang berjudul “Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum 
Adat, dan Hukum Nasional” yang disusun oleh Syahrizal Abbas.9 Buku ini 
membahas tentang penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi mendapat tempat dari 
sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum syari‟ah, hukum 
adat dan hukum nasional. Ketiga sistem ini menegaskan bahwa mediasi merupakan 
bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan 
menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat. 
2. Hubungannya dengan Penelitian Terdahulu 
a. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nurjanna, dengan judul Skripsi “Peran 
Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat tahun 2012-2014)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Jakarta Pusat, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dalam mediasi, 
                                                 
7
Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). 
8
Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat 
dan Hukum Agama  (Bandung: Masdar Maju, 1990). 
9
Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum 
Nasional (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009). 
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dan juga untuk mengetahui apakah hakim yang ditunjuk sebagai mediator telah 
menjalankan uapaya mediasi tersebut dengan optimal.
10
 
b. Penelitian yang dilakukan oleh Mulkiyan, dengan judul skripsi “Peranan 
Penyuluh BP4 (Badan Penasehan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) dalam 
mencegah kasus Perceraian  di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara 
Kabupaten Sinjai”. Penelitian ini menfokuskan pada Peran Penyuluh BP4 dalam 
Menanggulangi kasus Perceraian.
11
 
Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 
maka penelitian tersebut yang dikemukakan secara keseluruhan berbeda, baik dari 
perspektif kajian maupun dari segi pendekatan tidak ada satu pun yang menyinggung 
tentang Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa.  
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya 
perceraian di Kabupaten Gowa. 
b. Untuk mengetahui peran hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di 
Pengadialan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.  
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Ilmiah 
1) Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang mediasi dan 
peran hakim mediasi dalam mengatasi perkara perceraian. 
                                                 
 
10
Sitti Nurjanna, Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan 
Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014), Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta, 2015) 
 
11
Mulkiyan, Peranan Penyuluh BP4 (Badan Penasehan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) 
dalam mencegah kasus Perceraian  di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 
Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015) 
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2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam 
upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas 
wawasan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar khusunya pada mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan 
Islam. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Sebagai bahan referensi dan masukan kepada para konselor dalam 
melakukan bimbingan terhadap masyarakat. 
2) Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana 
S-1 Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN  TEORETIS 
A. Hakim Mediasi              
1. Hakim 
Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau 
mahkamah).
12
  Menurut Pasal 11 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ditegaskan 
bahwa; Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 
Olehnya wajar apabila Undang-undang menentukan syarat pengangkatan hakim.  
Syarat yang paling berbeda bagi hakim dilingkungan Peradilan Agama dibanding 
dengan lingkungan Peradilan lain adalah “Mutlak” harus beragama Islam. Sedangkan 
dilingkungan Peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.
13
 
Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan tentang syarat sebagai hakim 
adalah orang yang dapat memegang syahadat (persaksian); yaitu laki-laki muslim, 
mukalaf, adil, merdeka, dapat mendengar sekalipun dengan dikeraskan suaranya dan 
yang dapat melihat.
14
 
Sedangkan dalam pasal 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, terdapat 
beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut 
adalah: 
a. Warga Negara Republik Indonesia 
b. Beragama Islam 
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
                                                 
12
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 293.  
13
Muhammad Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU 
No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 117. 
14
Abdul Hiyadh, Terjemah Fathul Mu’in Jilid III (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), h. 426. 
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d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk 
organisasi masanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak 
langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI, atau organisasi lainnya. 
f. Pegawai Negeri 
g. Sarjana Syari‟ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam 
h. Berumur serendah-rendahnya 25 Tahun 
i. Beribawa, jujur dan berkelakuan baik.15 
2. Syarat- Syarat Menjadi Hakim 
Hakim dalam lenbaga peradilan harus memiliki kualifikasi yang baik 
sehingga dapat menghasilkan putusan yang terbaik untuk para pihak yang sedang 
bersengketa.  Hakim juga harus memiliki kredibilitas yang tinggi untuk menjaga 
nama baik dan tugas serta tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang hakim. 
Adapun syarat-syarat menjadi hakim adalah : 
a. Islam  
Seorang hakim hendaklah seorang islam karena kehakiman itu merupakan 
kuasa sedangkan orang bukan Islam (kafir) tidak harus sama sekali menguasai orang 
Islam.
16
  Allah swt menegaskan dalam QS. An-Nisa/4 : 141 
 
......                     
 
 
Terjemahnya : 
                                                 
15
Muhammad Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU 
No. 7 Tahun 1989), h. 118. 
16
Moh. Ilham Bin Haji Jafar, Sistem Kehakiman Islam (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul 
Majid, 2000), h. 25  
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“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 
memusnahkan orang-orang yang beriman.”17 
Menurut Ibnu Rusyi
18
, mengatakan bahwa para ulama ahli hukum Islam 
sepakat bahwa orang kafir tidak boleh diangkat menjadi hakim untuk mengadili orang 
Islam. 
b. Laki-laki 
Menurut madzhab Imam Abu Hanifah bahwa perempuan boleh diangkat 
menjadi hakim selain urusan had dan qishash karena kedalam dua hal tersebut 
kesaksian perempuan tidak diterima. Akan tetapi Ibnu Jarir At-thabari mengatakan 
boleh perempuan itu mejadi hakim tanpa terkecuali.
19
 Imam Hambali, Syafi‟i dan 
maliki mengatakan bahwa laki-laki merupakan syarat untuk dapat diangkat sebagai 
seorang hakim, perempuan itu tidak boleh menjadi hakim. 
c. Baligh dan Berakal 
Hukum Islam tidak menetapkan dengan pasti berapa umur minimal seorang 
dapat diangkat sebagai hakim, tetapi Islam hanya menentukan Baligh sebagai syarat 
minimum untuk diangkat menjadi hakim. Orang yang diangkat menjadi hakim 
hendaklah orang yang berakal, dan tidak dibenarkan mengangkat orang gila meskipun 
kadang-kadang sembuh. 
d. Adil 
Adil memiliki pengertian yaitu benar dalam perkataan, dapat dipercaya, 
menjaga kehormatan diri dari segala yang dilarang, jujur dalam keadaan tidak suka 
atau suka. Orang fasik tidak diperbolehkan diangkat sebagai hakim, karena orang 
                                                 
17
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 
2014), h.  
18
Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusy al-Qurthubi, Bidayatul Mujtahid (Kairo: Mesir, 
Mathba‟ah Musthafa al-Babi al-Halabi), h. 46. 
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fasik tidak amanah sehingga apabila ia dihadapkan pada suatu perkara maka ia tidak 
dapa dipercaya. Alla swt berfirman dalam QS. Al-hujurat/49 : 6 
 
                                  
             
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
20
 
e. Berpengtahuan Luas 
Para ahli hukum dikalangan mazhab Hambali, Syafi‟i dan sebagian dari mazhab 
Hanafi mensyaratkan dalam pengangkatan hakim hendaknya berpengetahuan luas 
dalam bidang hukum Islam dan kepandaiannya itu harus bertaraf mujtahid.
21
 
f. Sehat Pendengaran, Penglihatan dan Ucapan (sempurna panca indra) 
Telah terjadi perbedaan pendapat diantar fuqaha tentang kebolehan mengangkat 
orang yang buta huruf menjadi hakim. Sebagian fuqaha membolehkannya dengan 
mengqiyaskan pada keadaan pada zaman Rasulullah saw yang tidak bisa membaca 
akan tetapi ia mau menjadi hakim diantara manusia. Sebagian fuqaha yang lain 
berpendapat sebaliknya dengan alasan bahwa orang yang buta huruf selain Rasulullah 
saw itu lemah.
22
 Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa seorang hakim hendaknya 
bisa melihat dan mendengar sehingga ia dapat menetapkan hak-hak manusia dengan 
baik, ia juga dapat membedakan pihak yang benar dan pihak yang salah.  
                                                 
20
Kementrian Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya, h. 516. 
21
Abdul Manan,  Etika Hakim dalam Penyelengaraan Peradilan  (Jakarta: Kencana, 2007),  
h. 29.  
22
Mahmud Al- Syarbini, Qadha Islamiyah: Al-Qadha fi Al-Islam (Beirut: Muthabi‟ Al- 
Hai‟ah Al-Mishriyah al- Ammah Li al-Kitab, 1987), h.24.  
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“Dan dari Buraidah R.A, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, Hakim-
hakim itu ada tiga golongan, yang dua orang di dalam neraka dan seorang lagi di 
dalam syurga. Adapun hakim yang di dalam syurga, adalah orang yang mengetahui 
kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran. Hakim yang mengetahui 
kebenaran tetapi berlaku curang dalam putusannya, maka dia didalam neraka. Dan 
hakim yang memutuskan perkara karena kebodohannya juga didalam neraka.
23
 (HR. 
Abu Daud dan Ibnu Majah) 
g. Merdeka (Bukan Budak) 
Para pakar hukum islam dalam berbagai mazhab sepakat bahwa pengangkatan 
hakim tidak diperbolehkan dari kalangan budak secara mutlak. Hal ini disebabkan 
karena seorang hamba, dianggap tidak mampu untuk memiliki kemampuan dirinya 
sendiri. Juga karena statusnya sebagai budak, maka ia tidak dapat memberikan 
kesaksian dalam berbagai kasus, oleh karenanya ia tidak dapat dijadikan sebagai 
hakim. Jika ia sudah merdeka, maka ia boleh saja diangkat sebagai hakim, meskipun 
ia tetap menanggung wala‟ (ketertarikan dengan bekas tuannya).24 Pendapat ini 
adalah pendapat dikalangan mazhab syafi‟i dan maliki yang tidak memperbolehkan 
seorang budak menjadi hakim. 
3. Tugas dan Tanggung Jawab Hakim 
Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
25
  Hakim menerima perkara, 
jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara.
26
 
                                                 
23
Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin „Ali bin Hajar al-„Asqalani, Bulughul Maram (Surabaya: 
Darul Ilmi, 1352), h. 287, Hadist No 1410. “Kitab al-Qadla” diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu 
Majah. 
24
Abdul Manan, Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan, h. 31. 
25
Muhammad Hasby Ash-Shiddeqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 1997), h. 58.  
26
Sudikno Merto Kusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberti, 1999), h. 
10.   
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Peradilan agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai tugas 
pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara 
yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
27
  
Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa, dan 
memutuskan perkara mempunyai 2 tugas yaitu tugas yudisial yang merupakan tugas 
pokok dan tugas non yudisial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak 
mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Adapun tugas yudisial hakim di Pengadilan Agama adalah menegakkan 
hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila 
terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama 
warga masyarakat. Rumusan jelasnya diatur dalam pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-
undang No. 14 Tahun 1970.
28
 
Bunyi lengkapnya sebagai berikut: 
Pasal 1: 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. 
Pasal 2 ayat (1): 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 
diselenggarakan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-
undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.  
                                                 
27
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 1 dan 2.  
28
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 1 dan 2.  
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Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 
7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama merumuskan bahwa Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara-
perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: 
a. Perkawinan 
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam 
c. Wakaf dan sadaqah.29 
Sedangkan tugas non yudisial hakim di Pengadilan Agama ini hanya dapat 
dilakukan atas dasar ketentuan Undang-undang Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 
14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas lain daripada yang tersebut dari di ayat (1), 
maksudnya selain tugas pokok, dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan, maksudnya selain tugas pokok, dapat diberikan kepadanya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30
 
Tugas hakim dalam memeriksa dan  mengadili perkara adalah sebagai 
berikut: 
a. Konstatiring, berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya 
peristiwa yang diajukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya 
peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut 
hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara.
31
  
Konstatiring meliputi: 
1) Memeriksa identitas para pihak 
2) Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada) 
3) Mendamaikan pihak-pihak 
                                                 
29
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 1 dan 2.  
30
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 1 dan 2.  
31
Mukti H. Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1998), h.33.  
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4) Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak 
5) Memeriksa alat-alat bukti sesuai dengan tata cara pembuktian 
6) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan. 
7) Menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.32 
b. Kwalifisir, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang 
mana, menentukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di konstatiring itu untuk 
kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
33
yang meliputi: 
1) Merumuskan pokok-pokok perkara 
2) Mempertimbangkan beban pembuktian 
3) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta sebagai peristiwa/fakta 
hukum 
4) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan juridis fakta-fakta 
hukum menurut hukum pembuktian 
5) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta 
bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian 
6) Menemukan hukum-hukum peristiwa/fakta yang terbukti dengan petitum 
7) Menemukan hukumnya baik tertulis dengan menyebutkan sumber-
sumbernya 
8) Mempertimbangkan biaya perkara.34 
c. Konstituring, dengan amar putusan (dictrum),35 konstituring ini meliputi: 
1) Menetapkan hukumannya dalam amar putusan 
2) Mengadili seluruh petitum 
                                                 
32
Mukti H. Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.36. 
33
Mukti H. Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.37.   
34
Mukti H. Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.39.   
35
Mukti H. Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, h.41.   
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3) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali Undang-undang menentukan 
lain 
4) Menetapkan biaya perkara.36 
b. Tanggung Jawab Hakim 
Tugas dan tanggung jawab dalam bidang peradilan Islam merupakan tugas dan 
tanggung jawab yang sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan 
tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam 
melakukannya.
37
  
1. Tanggung jawab hakim kepada penguasa 
Tanggung jawab hakim kepada penguasa (negara) artinya telah melaksanakan 
peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu, dan berdampak positif bagi 
bangsa dan negara. Hakim juga harus menghasilkan keputusan yang adil untuk para 
pihak yang berperkara sehingga tidak boleh memihak salah satu pihak dengan atas 
dasar apapun. 
a) Melaksanakan peradilan dengan baik. Peradilan dilaksnakan sesuai dengan 
undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan kepatutan 
(equity). 
b) Keputusan bermutu. Keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan 
perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat, dan tidak melaggar hak orang lain. 
c) Berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi 
manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan 
yurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional. 
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2. Tanggung jawab kepada Tuhan 
Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah 
melaksanakan peradilan sesuai denga amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, 
menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui hati 
nuraninya. 
4. Kode Etik Hakim 
Tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Olehnya itu seorang hakim harus 
menjaga segala tingkah lakunyasebagai hakim. Untyk jabatan hakim, Kode Etik 
Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat. Hakim 
adalah pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan fungsional. Olehnya Kode 
Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu: 
a. Etika kedinasan pegawai negeri sipil 
b. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum 
c. Etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat.38 
Etika profsi hakim (Adabul qhadi) menurut pandangan Islam adalah tingkah 
laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam 
berinteraksi dengan sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa adabul qhadi adalah perbuatan yang paut 
dilaksanakan oleh seorang hakim baik dalam mahkamah maupun diluar mahkamah. 
Diluar mahkamah seorang hakim tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan 
masyarakat sekelilingnya, atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya 
sekedar perlunya saja. Seorang hakim juga tidak dibenarkan bersendau gurau secara 
berlebihan, hal ini akan berakibat pada jatuhnya martabat dan wibawanya dari 
seorang hakim.
39
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Abdul Manan, Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan, h.32.  
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5. Mediasi 
a. Pengertian Mediasi 
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti 
berada di tengah.  Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga 
sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 
sengketa antara para pihak.  “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada 
pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.  Ia harus 
mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, 
sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.
40
 
Secara umum dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam 
menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.
41
 
Menurut istilah dalam Islam mediasi dikenal dengan al-sulh. Secara bahasa 
artinya qath al-niza’ yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-sulh 
sendiri adalah Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.
42
  Sedangkan 
Hanabilah memberikan defenisi al-sulh yakni kesepakatan yang dilakukan untuk 
perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.
43
 
b. Manfaat Mediasi 
Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para 
pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, 
kadang- kadang memerlukan bantuan pihak keriga dalam perwujudannya. Mediasi 
                                                 
 
40
Syahrizal Abbas, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum 
Nasional (Cet; I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2. 
 
41
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.640. 
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Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201. 
 
43
Ibnu Qudamah, al-Mughni Juz 5 (Cet; I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h.3.  
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merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. 
Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain: 
1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan 
relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke 
pengadilan atau ke lembaga arbitrase. 
2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, 
sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya. 
3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. 
4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap proses dan hasilnya. 
5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit 
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui consensus. 
6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengkata 
karena mereka sendiri yang memutuskannya. 
7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 
oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.
44
 
Kaitannya dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan 
pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang 
dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang 
diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh 
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Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , h.25-
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melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus 
menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun 
kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. 
c. Proses Mediasi 
Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap 
pelaksanaan mediasi dan tahap akhir mediasi. 
1)  Pada tahap pra mediasi, mediator melakukan beberapa langkah antara lain, 
membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan 
memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, 
mengordinasikan pihak bertikai,  mewaspadai perbedaan budaya, 
menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan 
waktu dan tempat serta menciptakan rasa aman bagi kedua bela pihak 
untuk bertemu dan membicarakan persilisihan mereka.
45
 
2)  Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai 
sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap 
ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain sambutan pendahuluan 
mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan 
menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang 
disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan 
merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan 
penutup mediasi.
46
 
3) Tahap akhir hasil mediasi. Tahap ini merupakan tahap yang para pihak 
hanya menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan 
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bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil 
kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama 
proses mediasi.
47
 
Selama proses mediasi tidak terlepas dari bantuan hakim mediasi selaku 
mediator. Hakim mediasi memiliki peran yang sangat selama proses mediasi. Hakim 
mediasi yaitu hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan, yang bersifat netral dan tidak memihak. 
B. Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
 Menurut Bahasa Arab perceraian berasal dari kata Talaq atau Itlaq yang 
artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan.
48
 Perceraian menurut 
Kamus Bahasa Indonesia disebut “cerai” yang artinya pisah, terpisah antara suami 
dan istri.
49
 Menurut al-Jaziry “talak” ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau 
mengurangi pelepasan ikatannya dengan mengunakan kata-kata tertentu. Sedangkan 
menurut Abu Zakaria Al-Anshari “talak” ialah melepas tali akad nikah dengan kata 
talak dan yang semacamnya.
50
 
 Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi 
pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang 
bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.
51
 Perceraian 
mengakibatkan status seorang laki-laki sebagai suami maupun status seorang 
perempuan sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan 
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status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah 
dilahirkan. 
 Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 39 No.1 
tahun 1974 maka dasar hukum perceraian dikatakan bahwa: 
1. Perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 
istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersebut.
52
 
 Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya 
hubungan pernikahan karena kehendak kedua belah pihak, yang dilakukan atas 
kehendak suami atau istri berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan status 
suami atau istri berakhir. Perceraian diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai 
tujuan pernikahan yang bahagia, kekal, dan sejahtera. 
2. Dasar Hukum Perceraian  
 Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan  sunnah 
Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari 
kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan 
menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 
warahmah. 
 Meskipun hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau 
dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam 
membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya 
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perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul 
Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan 
terjadinya perceraian atau talak itu dengan berbagai pemahaman.
53
 
 Talak dalam ajaran Islam bagaikan pintu darurat yang merupakan jalan 
pintas untuk mengatasi problema rumah tangga, bila tidak ditemukan jalan lain untuk 
mengatasinya. Pada dasarnya ajaran islam tidak menyukai terbukanya pintu darurat 
tersebut. Karena itu, Allah swt memandang talak yang terjadi antara suami-istri 
sebagai perbuatan halal yang sangat dimurkai-Nya. 
 Al-quran menetapkan wewenang talak hanya berada pada tangan suami, yang 
pada umumnya tidak seemosional seorang istri dalam berbuat dan menetukan sikap, 
untuk menjaga agar pintu darurat itu benar-benar hanya dipergunakan pada situasi 
gawat darurat dalam kehidupan suami istri. Allah swt menjelaskan dalam QS. Al-
Baqarah/2: 231  
 
                         
 
Terjemahnya:  
“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, 
maka rujuklah mereka dengan cara yang ma‟ruf atau ceraikanlah  mereka 
dengan cara yang ma‟ruf (pula)”.54 
 Berdasarkan sumber hukumnya, maka hukum talak ada empat : 
a. Wajib, atau mesti dilakukan, yakni perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim 
terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai 
masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia 
dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.
55
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b. Sunnat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) 
dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. 
c. Haram, dalam dua keadaan: pertama; menjatuhkan talak sewaktu istri dalam 
keadaan haid, kedua; menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya 
dalam waktu suci itu.
56
   
d. Mubah, atau boleh dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada 
pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga 
ada kelihatannya.
57
 
3. Rukun dan Syarat Perceraian 
Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya 
talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada 
empat, sebagai berikut : 
a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, 
selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat 
meghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali 
setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.  
Suami yang menjatuhkan talak disyaratkan : 
1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan 
gila dalam hal ini ialah hilang akal, atau rusak akal karena sakit, termasuk ke 
dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena 
saraf otaknya. 
2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum 
dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah menyatakan bahwa talak oleh anak 
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yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan iya 
telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh. 
3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah 
adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan 
atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
58
 
b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri 
tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk 
sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut: 
1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang 
menjalin masa iddah talak raj‟i dari suaminya oleh hukum islam dipandang 
masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam 
masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga 
menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang 
dimiliki suami. Dalam hal talak bai‟in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan 
talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan 
talak bai‟in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan 
bekas suami. 
2) Kedudukan istri yang talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang 
sah. Jika iya menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah 
terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan 
saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah 
dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu dan anak tirinya itu, 
dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang dimiliki 
tidak dipandang ada.  
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c. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang 
menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik 
berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan 
suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap 
istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, 
memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-
barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka demikian itu bukan talak. 
Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak 
diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi 
tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.
59
 
Isi sighat thalak:  
Sewaktu-waktu saya: 
1) Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, 
2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 
3) Atau saya menyakiti badab/jasmani istri saya itu, 
4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan 
lamanya, 
Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan hal tersebut kepada 
Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan 
pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan 
istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai „iwadl 
(pengganti) kepada saya, maka jatulah talak saya satu kepadanya 
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Kepada pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 
„iwadl (pengganti) itu kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan 
Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.
60
 
d. Qashadu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan 
oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena 
itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, 
seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, mestinya ia mengatakan 
kepada istrinya itu kata-kata : “ini sebuah talak untukmu”, tetapi keliru ucapan, 
berbunyi : “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.61 
4. Alasan Perceraian  
Perceraian dalam perkawinan sekalipun diketahui bahwa tidak dilarang, 
namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa 
alasan yang kuat, begitupun dengan seorang istri. Oleh karena itu jika seorang istri 
mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang 
kuat. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah: 
a. Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga 
Bamyak hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam 
rumah tangga yang dapat berakibat fatal dan berujung pada perceraian. 
5) Melanggar perjanjian perkawinan 
 Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti si suami meninggalkan 
istrinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sednagkan 
istrinya tidak rela dengan kenyataan itu, maka dalam hal ini si istri boleh 
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mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk memperoleh putusan 
perceraian dalam pengadilan.
62
 
Kenyataannya, meski perjanjian kawin telah disepakati bersama 
namun tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami ataupun istri. 
Adakalanya pelanggaran perjanjian kawin terjadi sehingga menimbulkan 
masalah di kemudian hari.  
6) Meninggalkan tempat kediaman bersama 
 Mengenai hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat, Imam Abu 
Hanafiah dan Imam Syafi‟I berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan 
tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan 
tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang 
dipertanggungjawabkan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad 
membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk 
bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah 
oleh istrinya.
63
 
Apabila salah satu pihak meninggalkan rumah tanpa izin atau pun 
alasan yang jelas dalam jangka waktu yang lama maka salah satu pihak yang 
ditinggalkan dapat mengajukan perceraian. 
b. Penganiayaan 
Menganiaya berat, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, Imam Abu Hanafiah, 
Imam Syafi‟I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk 
memintai cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya 
walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. 
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Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri mempunyai hak untuk memilih 
apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan 
hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak 
mau menceraikannya maka hakim dapat menceraikannya.
64
 
Penganiayaan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat 
terjadi bukan hanya pada istri namun anak pun kadang menjadi korban penganiayaan. 
Hal ini dapat dipicu karena kebiasaan suami yang sering mabuk-mabukan, apabila hal 
tersebut terjadi istri memiliki hak apakah ia harus tetap bertahan atau 
menceraikannya. 
c. Perzinahan 
Dalam surah An-Nur disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki 
maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu 
haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Rasulullah saw. pernah memberi 
keputusan perceraian antara orang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan 
perempuan zina.
65
 
Pasangan suami istri dalam berumah tangga akan menemui berbagai macam 
ujian, salah satunya perselingkuhan yang berujung pada perbuatan zina. Jika hal 
tersebut terjadi maka salah satu pihak yang dirugikan berhak melakukan gugatan ke 
Pengadilan Agama.  
Perzinahan dapat terjadi baik pada istri maupun suami, penyebab perzinahan 
yaitu adanya perselingkuhan atau adanya pihak ketiga yang muncul dalam rumah 
tangga.  
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1) Gangguan orang ketiga 
Gangguan pihak ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya 
alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan bisa dilandasi oleh 
hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun istri yang berujung pada 
perzinahan. Yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya 
dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan. 
Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa 
syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang 
lebih dari suami ataupun istrinya. Tanpa seks, manusia memang masih bisa 
bertahan hidup namun akan merasa ada beberapa bagian dalam hidupnya 
yang hilang atau hampa. Jadi, meskipun bukan kebutuhan primer, namun 
seks pada pandangan banyak orang merupakan kebutuhan terpenting. 
Perhatian sangat juga sangan diperlukan dalam kehidupan suami istri 
khususnya istri,  haus kasih sayang dari suaminya. Sedangkan suami tidak 
membutuhkan perhatian, dia lebih membutuhkan untuk dipahami. Karena 
itu, biasanya dalam beberapa kasus perselingkuhan, kebanyakan istri 
berselingkuh karena kurang perhatian dari suami.
66
  
d. Ekonomi 
Ekonomi menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama 
apabila sudah berumah tangga. Namun anggapan yang keliru pula apabila 
mengatakan bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah 
dalam rumah tangga. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dianggap sebagai 
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keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang 
yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.
67
 
Banyak keluarga yang bercerai lantaran faktor ekonomi, salah satu 
penyebabnya adalah : 
1) Suami tidak memberi nafkah 
Jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Syafi‟I, dan Ahmad, 
berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena 
suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada 
lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.
68
 
Banyak suami yang tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri dan 
anak setelah berumah tangga. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk 
member nafkah kepada keluarganya. 
5. Dampak Perceraian 
Perceraian pada dasarnya akan menimbulkan dampak yang kompleks bagi 
pasangan yang bercerai maupun bagi anak. Meskipun perceraian di satu sisi dapat 
menyelesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, 
tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif.  
Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya 
memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok 
ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal 
serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka 
sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih 
sering untuk menyendiri. 
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Orang tua terkadang  lupa bahwa perceraian tidak hanya menyangkut kedua 
belah pihak saja, suami dan istri. Adapun anak – anak yang menjadi bukti cinta kasih 
pasangan dan merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepada orang tua untuk 
dirawat dan diberi kasih sayang, menjadi terkena pengaruh dari adanya kasus ini. 
Orang tua kemudian demi kepentingannya pribadi menjadi egois untuk kemudian 
mengambil keputusan saling berpisah tanpa memperhatikan dampak yang terjadi 
kepada anak - anak mereka. Terlebih lagi untuk anak - anak usia dini yang masih 
perlu belaian kasih sayang dan begitu tergantung dengan orang tuanya, hal tersebut 
tentu baik disadari ataupun tidak akan mempengaruhi kepribadian anak. Rasa aman 
dan kehangatan keluarga yang menjadi kebutuhan dasar mereka, jika tak didapatkan 
akan begitu berpengaruh dalam kehidupannya baik semasa anak - anak maupun 
setelah dewasa.  
Walaupun kadangkala, perceraian merupakan satu - satunya alasan untuk 
kehidupan yang baik di antara kedua belah pihak, tetapi selalu ada akibat buruknya 
pada anak, baik secara psikologis maupun secara fisik. Anak-anak yang sedikit lebih 
besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua 
orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan 
hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat mebuat 
anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-
masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, 
anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain 
yang bisa merugikan.
69
 
Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan 
pendidikan anak usia Sekolah Dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat 
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menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang 
negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena 
pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. 
Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil baik pengalaman pahit maupun 
menyenangkan  memberi pengaruh dalam kehidupan anak nantinya. Zakiah Drajat 
menyebutkan ada beberapa hal tanggung Jawab orang tua terhadap anak-anaknya. 
a. Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah. 
b. Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama. 
c. Memberi nama bagi anak. 
d. Memperjelas nasab ( keturunan ).
70
 
1. Dalam bidang Emosional: 
a) Adanya rasa kasih sayang dan cinta kepada anak. 
b) Harus mencerminkan keteladanan yang baik karena anaknya akan selalu 
mengikuti jejak dan perilaku orang tuanya. 
c) Berbuat dan bersikap adil dalam keluarga. 
d) Bijak dalam membimbing. 
e) Meluangkan waktu untuk bergaul dan bermain dengan anaknya. 
f) Harus baik tidak kasar dan bijak dalam mengungkapkan kemarahannya 
terhadap anak. 
g) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.71 
2. Dalam Bidang Kesehatan Meliputi: 
a) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan 
merawat anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. 
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b) Orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut 
maka pemerintah wajib memenuhinya.
72
 
Ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa seorang anak mempunyai hak yang 
cukup menjamin terhadap kelangsungan hidup dan kebahagiaan anak yang 
bersangkutan. Anak yang sah tersebut berhak mendapat perhatian, baik dari segi 
perkembangan jiwanya ataupun pendidikan yang layak sampai anak itu berumur 18 
tahun.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskrptif 
karena pokok yang akan diteliti adalah manusia sebagai obyek yang sifatnya 
heterogen dan abstrak. Ukuran data kualitatif adalah logika dalam menerima dan 
menolak sesuatu yang dinyatakan berupa kalimat, yang dirumuskan setelah 
mempelajari sesuatu secara cermat. Data kualitatif tidak memiliki pembanding yang 
pasti, karena kebenaran yang ingin dibuktikan bersifat relatif.
73
 Metode deskriptif 
dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan 
memaparkan keadaan obyek yang diselidki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, 
dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada masa 
sekarang.
74
 
2. Lokasi Penelitian 
S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan 
kegiatan.
75
 Olehnya itu penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa, Jl. Mesjid Raya.  
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 
yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu.  Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan 
dengan profesi peneliti namun tidak  menutup kemungkinan peneliti menggunakan 
multi disipliner.
76
 
Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti  sebagai berikut : 
1. Pendekatan Sosiologi 
Hasan Shadily berpendapat bahwa pendekatan sosiologi suatu pendekatan 
yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat yang menyelidiki ikatan-ikatan 
antara manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan hidup 
bersama, cara terbentuk dan tumbuh, serta berubahnya perserikatan-perserikatan, 
kepercayaan dan keyakinan.
77
 Pendekatan yang dimaksudkan disini adalah 
pendekatan dengan memberikan pemahaman bahwasanya manusia adalah makhluk 
sosial yang tidak bisa hidup sendiri.  
2. Pendekatan Bimbingan 
Pendekatan bimbingan merupakan pendekatan yang diberikan kepada 
individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara 
optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan. 
Dan juga dalam pendekatan ini memberikan bimbingan kepada klien, menunjukkan 
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jalan, memimpin, menuntun, memberikan petunjuk dalam mengatasi kesulitan-
kesulitan hidupnya agar mencapai kesejahteraan hidupnya.
78
 
C. Sumber Data 
Di dalam penelitian ini sumber data yang akan di pakai ada dua sumber 
yakni: sumber data primer dan sumber data sekunder. 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yakni pengumpulan data yang secara langsung pada 
lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Menurut Saifuddin 
Azwar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 
sebagai bahan informasi yang dicari.
79
  Adapun yang menjadi sumber informan 
dalam penelitian ini adalah Mediator/Hakim dan Pasangan keluarga yang bermasalah.   
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat 
diperoleh di luar objek penelitian.
80
  Data sekunder yang digunakan antara lain studi 
kepustakaan dengan mengumpukan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan 
konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. 
Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang 
berkaitan dengan aspek yang diteliti. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap 
gejala/fenomena/objek yang di teliti.  Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi 
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merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 
proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang penting adalah proses 
pengamatan dan ingatan.
81
 Observasi yang akan di lakukan peneliti yaitu, 
pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena-fenomena 
atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan 
penelitian, mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk di analisa. 
Hal yang hendak di observasi harus diperhatikan secara detail. Dengan 
metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan 
informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang 
dilakukan. 
2. Wawancara 
Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu atau proses tanya 
jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna 
mendapatkan informasi data selengkap-lengkapnya. Wawancara tersebut dilakukan 
oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang memberi pertanyaan-
pertanyaan, dan yang di wawancarai (interviwee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan itu.
82
 
Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran 
tentang informasi dan pengalaman seseorang.  Dengan wawancara peneliti dapat 
mengetahui  secara mendalam apa yang dirasakan, diketahui dan pengalaman 
informan yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. 
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Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang 
pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.
83
 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis 
seperti buku, majalah dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian 
dan sebagainya.
84
  Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data 
dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan 
segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai 
hubungannya dengan arah penelitian. 
E. Instrument Penelitian 
Salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian adalah 
instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data yakni mengumpulkan 
data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk mencari data 
yang akurat.  Untuk pengumpulannya dibutuhkan beberapa alat untuk mendapat data 
yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. 
Instrumen utama dalam penelitian  kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni 
peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data 
hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai 
kemampuan dalam menganalisis data.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan 
bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya.  
Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan  pengumpulan fakta-
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fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses 
penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus 
kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan 
mengolahnya kembali.
85
 
Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan 
penelitian ini bersifat kualitatif.  Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau 
tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan masyarakat 
terhadap nilai rupiah menurun. Olehnya, dalam memperoleh data tersebut penulis 
menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam 
mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan 
Hubermen dalam Sugiono sebagai berikut : 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 
perhatian  untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “ kasar” 
yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
86
  Reduksi ini diharapkan untuk 
menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam 
menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari 
lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang 
tepat untuk digunakan. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 
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dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
87
  Dari penyajian data tersebut, 
maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan  mana data pendukung. 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Vervication) 
Langkah selanjutnya dalam menganalis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa  
1. Profil Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa diresmikan berdasarkan 
SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, secara resmi 
dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan 
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak 
tanggal 29 Mei 1967 tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah 
Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama 
membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.
89
 
Sejak berdirnya sampai saat ini, Pengadilan Agama Sungguminasa telah 
dipimpin oleh 14 (empat belas), yaitu: 
1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
2. K.H. Drs. Muh. Ya‟la Thahir, (1976-1982) 
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
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7. Drs. Muh. As‟ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
10. Drs. Khaeril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang).90 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang wilayah yurisdiksinya meliputi 18 
Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa dengan letak geografis antara 119.30‟ sampai 
dengan 120.12‟ Bujur Timur dan 05.10' sampai dengan 05.40' Lintang Selatan 
dengan luas wilayah 1.883.33 km. 
Disamping itu pula, Kabupaten Gowa merupakan daerah penyanggah utama 
ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, juga berbatasan langsung dengan beberapa kota di 
Sulawesi Selatan, di antaranya Kabupaten sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah 
selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar serta sebelah 
barat bertasan dengan Kota Makassar. 
Penduduk Kabupaten Gowa terdiri atas beberapa etnis dan suku, di 
antaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan Jawa serta suku lainnya. 
Namun bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Bugis dan Makassar, 
terutama yang tinggal di ibukota kabupaten. 
Melihat situasi dan kondisi volume kerja terutama jumlah perkara yang 
masuk  mengalami peningkatan yang cukup signifkan dari tahun ke tahun. Di 
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samping itu pula jumlah personil pegawai Pengadialan Agama Sungguminasa 
walaupun terasa masih kurang, tetapi sudah cukup mengakselarasi pelaksanaan tugas-
tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan 
benturan-benturan kebutuhan dan kepentingan sehingga berakibat meningkatnya 
kasus-kasus rumah tangga ini dapat tergambar dengan peningkatan volume perkara 
yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 7 tahun 
terakhir. 
Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa 
 
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa  
a. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa seluruh wilayah hukum 
Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 18 Kecamatan yang terdiri 
dari 44 Kelurahan dan 133 Desa 
b. Nama Kecamatan dan kelurahan/Desa serta radius/jaraknya ke 
Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu: 
46 
 
 
 
Tabel 1 : 
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2017 
No. Kecamatan 
Ibukotan 
Kecamatan 
Jarak 
(Km) 
Keterangan 
1. Bontonompo Tamallayang 16.00  
2. Bontonompo Selatan Pabundukang 30.00  
3. Bajeng Kalebajeng 12.00  
4. Bajeng Barat Borimatangkasa 15.80  
5. Pallangga Mangalli   2.45  
6. Barombong Kanjilo   6.50  
7. Sombaopu Sungguminasa    0.00 Ibukota Kabupaten 
8. Bontomarannu Borongloe   9.00  
9. Pattalassang Pattalassang 13.00  
10 Parangloe Lanna 27.00  
11. Majunu Moncongloe 20.00  
12 Tinggimoncong Malino 59.00  
13 Tombolo Pao Tamaona 90.00  
14 Parigi Majannang 70.00  
15 Bungaya Sapaya 46.00  
16 Bontolempangan Malakaji 63.00  
17 Tompobulu Malakaji 125.00 Melalui Kab.Jeneponto 
18 Biring Bulu Lauwa 140.00  
         Sumber Data: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa 
Tahun 2017
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2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sungguminasa 
Tabel 2 : 
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2017 
NO NAMA 
GOLONG
AN 
PENDIDIK
AN 
TAHUN 
MENDUDUKI 
TERAKH
IR 
TERAKHIR JABATAN 
1. K.H. Muh.Saleh Thaha III SLTA 1966-1976 
2. K.H. Drs.Muh.Ya‟la Thahir - SLTA 1976-1982 
3. K.H. Muh.Syahid - SLTA 1982-1984 
4. Drs. Andi Syamsu Alam,S.H. III/d S.1 1984-1992 
5. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir IV/a SLTA 1992-1995 
6. Drs. Muh.As‟ad Sanusi, S.H. IV/a SLTA 1995-1998 
7. Dra. Hj.Rahmah Umar IV/b S.1 1998-2003 
8. Drs. Anwar Rahman IV/b S.1 2003-2004 
9. Drs. Khaeril R., M.H. IV/c S.1 2004-2007 
10. Drs. H.M.Alwi 
Thaha,S.H.,M.H. 
IV/d S.2 
2007-2012 
11. Drs. H. Hasanuddin, M.H. IV/c S.2 2012-2015 
12 Dra. Nur Alam Syaf, S.H., 
M.H. 
IV/b S.2 
2015 s/d Sekarang 
        Sumber Data: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa Tahun 2017
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Tabel 3 : 
Jumlah Data Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2017 
No. 
Jabatan 
Jenis Kelamin 
Jumlah Ket 
 
L P 
1. Hakim 6 3 9 Jumlah 
Pegawai  
- 44 orang 
Terdiri dari: 
- 23 laki-laki 
- 21 
perempuan  
2. Panitera Pengganti 5 10 15 
3. Jurusita/Jurusita Pengganti  4 3 7 
4. Pejabat Struktural 2 2 4 
5. Pejabat Fungsional 3 2 5 
6. Pegawai / Staf 3 1 4 
  Sumber Data: Profil Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa Tahun 
2017
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B. Faktor yang Menyebabkan Tingginya Perceraian di Kabupaten Gowa  
1. Tidak adanya keharmonisan dalam Rumah Tangga 
Alasan ini adalah alasan yang paling sering dikemukakan oleh pasangan 
suami istri yang akan bercerai di Pengadilan Agama Sungguminasa.  
Maryam Fadhillah Hamdan salah satu Hakim/Mediator di Pengadilan 
Agama Sungguminasa bahwa banyak pasangan yang datang ke pengadilan Agama 
khusunya istri yang melakukan cerai gugat dengan alasan sudah tidak adanya 
ketidakcocokan terhadap pasangannya yang disebabkan dengan berbagai alasan 
seperti suami yang tidak pernah pulang, kebiasaan mabuk dan alasan yang lain.
94
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Hal ini ditambahkan oleh Muhammad Najmi Fajri bahwa pertengkaran ini 
bisa bersumber dari masalah apa pun. Dalam hal ini sebenarnya yang menjadi sumber 
masalah adalah tidak adanya saling pengertian antara masing-masing pihak, semua 
pihak mau menang sendiri, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan 
terlibat dalam pertengkaran.
95
 
Demikian pula yang dikemukakan oleh Anshari Rahman bahwa antara dia 
dengan istrinya sudah tidak memiliki kecocokan satu sama lain, seringkali terjadi 
pertengkaran namun bisa baik lagi, tetapi karena sudah terlalu sering dan memang 
sudah tidak ada kecocokan akhirnya memutuskan untuk bercerai.
96
 
Memahami satu sama lain dan saling percaya dalam rumah tangga sangat 
dibutuhkan, agar keharmonisan tetap terjaga sehingga mampu menciptakan keluarga 
yang harmonis. 
2. Tidak adanya tanggung jawab dalam keluarga 
Penyebab perceraian yang juga masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa 
adalah suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak setelah terikat 
dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami mempunyai kewajiban untuk 
memberi nafkah lahir dan batin bagi keluarganya.  
Menurut Ahmad Jamil bahwa dalam kehidupan rumah tangga sudah ada 
kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak suami maupun istri. 
Seorang sumai sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah dan sebaliknya 
kewajiban seorang isteri itu mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah 
tangga.
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Demikian juga yang diungkapkan oleh Mariani salah satu pasangan yang 
bermasalah bahwa ia sering mengalami pertengakaran dengan suaminya, lantaran 
suami yang tidak pernah memberi nafkah ditambah lagi mereka memiliki 2 orang 
anak yang harus dinafkahi.
98
 
Kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab yang diberikan, baik dari 
pihak suami maupun istri yang berujung pada perceraian. Dasar kewajiban tersebut 
terdapat dalam Al-quran QS. Al-Baqarah /2: 233 
                               
                     
Terjemahnya: 
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 
anaknya.
99
 
3. Gangguan pihak ketiga/Perselingkuhan 
 Adanya pihak ketiga memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah 
tangga, akibat kurangnya komunikasi dan tidak adanya lagi rasa saling percaya satu 
sama lain. 
 Menurut Muhammad Najmi Fajri bahwa terjadinya perselingkuhan di dalam 
rumah tangga karena tidak adanya rasa saling, yaitu saling percaya, saling terbuka, 
saling mencintai dan saling setia. Jika rasa saling ini sudah mulai hilang maka rumah 
tangga akan mulai bermasalah.
100
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 Berhubungan dengan hal tersebut A Maryam Bakri mengungkapkan bahwa 
pasangan yang mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Sungguminasa baik 
istri maupun suami dengan alasan ketidakcocokan itu dipicu karena adanya pihak 
ketiga.
101
 
4. Ekonomi 
Masalah yang sering muncul adalah ketika pihak suami tidak mampu 
mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga sering terjadi pertengkaran yang 
akhirnya berakhir pada perceraian. 
Menurut Utan Tahir bahwa banyak hal-hal yang menjadi penyebab keluarga 
bercerai namun akar dari perselisihan itu semua adalah karena faktor ekonomi, 
ekonomi menjadi fakor penting penyebab tingginya angka perceraian.
102
 
Hal ini juga dikemukakan oleh A Maryam Bakri juga bahwa bukan hanya 
dalam perceraian bahkan karena ekonomi orang bisa saling membunuh satu sama 
lain, meskipun terkadang itu adalah keluarga sendiri. Kabupaten Gowa sebagai 
kabupaten yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan finansial semakin 
meningkat dari segala aspek. Sehingga ekonomi dapat dikatakan tolak ukur dari 
sejahteranya sebuah keluarga.
103
 
Kelancaran dan kesejahteraan keluarga dapat terbentuk jika ditunjang 
dengan pilar ekonomi yang kuat. Terpenuhinya kebutuhan keluarga sangat 
berpengaruh pada kondisi psikologis anggota keluarga. 
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5. Mabuk 
Pemabuk atau pemandat merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam 
dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Perbuatan tersebut dapat 
merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. 
Menurut Ahmad Jamil bahwa satu tahun terakhir ini banyak kasus 
perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa karena alasan suami 
yang suka mabuk-mabukan, bahkan banyak suami yang ringan tangan terhadap 
keluarga, selain itu banyak juga yang dipenjara karena narkoba dan sejenisnya.
104
 
Hal ini juga diungkapkan oleh Rini bahwa dia dan suaminya pernah mau 
bercerai, namun setelah melakukan proses mediasi akhirnya bisa kembali rujuk. 
Tetapi ternyata suaminya belum bisa merubah kebiasaannya yang sering mabuk-
mabukan akhirnya ia kembali melakukan cerai gugat.
105
 
Akhlak dan moral sangat penting sebelum membangun sebuah keluarga. 
Bagaimana sebuah keluarga dapat harmonis yaitu sakinah mawaddah warahma, itu 
tergantung bagaimana individu masing-masing memandang sebuah arti dari 
pernikahan dan bagaimana berumah tangga serta tetap berpegang pada nilai-nilai 
agama. 
Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas banyak faktor-faktor lain yang 
menjadi penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Gowa, salah satunya yaitu usia 
pernikahan yang masih muda, meskipun mereka menikah sesuai dengan usia 
pernikahan namun mereka masih rentan terhadap kedewasaan.
106
 
 
                                                 
104
Ahnad Jamil, Hakim/Mediator Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sul-
sel, wawancara di Pengadilan Agama Sungguminasa, 25 April 2017. 
105
Rini, Ibu Rumah Tangga, Wawancara oleh penulis di Pengadilan Agama Sungguminasa, 
18 April 2017. 
106
Ahmad Nur, Hakim/Kepala Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sul-sel, 
wawancara di Pengadilan Agama Sungguminasa, 19 April 2017.  
53 
 
 
 
Tabel 4: 
Data Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2016 
Bulan Cerai Talak Cerai Gugat 
Jannuari 26 77 
Februari 22 62 
Maret 21 58 
April 18 62 
Mei 17 53 
Juni 10 36 
Juli 18 52 
Agustus 19 62 
September 17 55 
Oktober 24 73 
November 12 69 
Desember 8 31 
Jumlah 212 690 
     Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa Tahun 2017107 
Berdasarkan tabel diatas bahwa angka perceraian di Kabupaten Gowa 
meningkat.  Banyak hal yang menjadi penyebab sehingga pasangan suami istri 
melakukan perceraian. Telah menjadi suatu rahasia umum bahwa setiap rumah tangga 
pasti akan mengalami goncangan atau masalah didalam rumah tangganya. Tinggal 
bagaimana setiap individu mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan 
tetap mampu menjaga keharmonisan didalam keluarganya.  
C. Upaya Hakim Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam Mengatasi 
Perceraian di Kabupaten Gowa  
Berbagai upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam 
menangani perceraian salah satunya yaitu melalu jalan mediasi. Mediasi dalam 
perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak hadir. Mediasi sendiri 
merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian yang bertujuan 
merukunkan kembali pasangan yang akan bercerai. 
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Berbagai upaya yang dilakukan hakim/mediator dalam proses mediasi 
dengan menggunakan beberapa metode : 
1. Bimbingan Individual  
Bimbingan individual berlangsung dalam suasana komunikasi atau tatap 
muka secara langsung anatara pembimbing (Konselor) dengan klien membahas 
berbagai masalah yang dialami oleh klien.  Bimbingan Individual dilakukan dalam 
membantu proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa kepada pasangan 
yang akan bercerai. Bimbingan individual dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 
a. Wawancara mendalam 
Metode ini dilakukan karena terkadang ada pihak atau yang berperkara tidak 
mampu ataupun malu dalam mengungkapkan segala isi hati atau masalahnya kepada 
mediator, sehingga sebagai mediator harus melakukan wawancara secara mendalam. 
Menurut Ahmad Jamil bahwa penggalian informasi itu sangat penting, 
karena klien biasanya tidak dapat mengungkapkan masalahnya. Sehingga sebagai 
mediator harus pintar dalam mencari informasi tanpa menyinggung perasaan klien itu 
sendiri.
108
 
Hal yang sama juga diutarakan oleh Hasnawati bahwa mediator terkadang 
memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga dalam menyampaikan permasalahan 
atau isi hati lebih gampang, karena sudah dipengaruhi oleh pertanyaan-pertanyaan 
dari mediator.
109
  
b.  Mediasi satu persatu/ face to face 
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Mediasi satu persatu digunakan ketika pihak sudah  benar-benar ingin 
bercerai, bahkan tidak ingin melihat suami/ataupun istrinya sehingga dalam 
melakukan mediasi harus dilakukan satu persatu tidak dilakukan secara bersamaan.  
Menurut A Maryam Bakri selaku hakim sekaligus mediator di Pengadilan 
Agama Sungguminasa bahwa mediasi face to face dilakukan karena terkadang ada 
hal yang ingin diungkapkan yang hanya mediator yang bisa mengetahui hal tersebut, 
karena apabila pihak istri/suami mendengar maka akan menyinggung perasaan 
masing-masing.
110
  
Hal ini juga ditambahkan oleh Hasnawati bahwa saat melakukan mediasi 
dilakukan sendiri-sendiri, secara terpisah dengan suaminya.
111
 
Metode face to face dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan, metode ini juga membuat pihak yang berperkara lebih terbuka dalam 
menyampaikan segala permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya. 
2. Bimbingan Kelompok 
Bimbingan kelompok dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang bertujuan 
membantu individu dalam proses pengembangan diri dan pemecahan masalah, 
sehinggan individu mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya maupun 
orang lain. Bimbingan kelompok juga dilakukan dalam mebantu proses mediasi di 
Pengadilan Agama Sungguminasa dengan ditempuh beberapa cara, yaitu : 
a. Sharing 
Sharing/curhat yaitu menuangkan segala isi hati atau masalah-masalah yang 
mungkin menjadi penyebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga.  
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Menurut Ahmad Jamil bahwa metode ini mempermudah bagi mediator dan 
pihak yang berperkara karena dapat bertukar pikiran diantara mereka sehingga dalam 
penyampaian pesan ataupun nasihat bisa lebih mudah.
112
 
Hal ini juga diungkapkan oleh Utan Tahir bahwa dalam mediasi metode 
sharing/curhat sering digunakan karena pihak yang berperkara biasanya lebih leluasa 
dalam mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya tanpa disembunyikan.
113
 
b. Pemberian Nasihat/ solusi 
Pemberian nasihat/solusi merupakan metode dengan cara memberitahukan 
kepada pihak yang ingin bercerai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang terbaik 
untuk kedepannya, mengahakimi perilakunya di masa lalu dan sekarang.  
Menurut Rini bahwa mediasi sangat bagus karena melalui mediasi kita diberi 
nasihat ataupun solusi apa yang harus dilakukan, baik untuk saat sekarang ataupun 
setelah perceraian.
114
 
Sejauh ini berbagai upaya mediasi telah dilakukan dalam meminimalisir 
rmeningkatnya angka perceraian. Mediator telah berusaha seoptimal mungkin dalam 
melakukan mediasi, dengan tujuan agar pihak dapat rukun kembali. 
Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Najmi Fajri bahwa mediasi 
seharusnya tidak hanya dilakukan di pengadilan, sebelum pihak yang akan bercerai 
datang ke pengadilan fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik, bukan hanya 
keluarga bahkan orang yang dituakan atau dihargai bisa menjadi jalan damai atau 
pendamai bagi pihak yang akan bercerai.
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Mediasi bukan hanya bertujuan agar merukunkan kembali pihak yang akan 
bercerai namun diharapkan melalui mediasi dapat merukunkan dua keluarga besar 
dari pihak istri maupun suami. 
Berhubungan dengan hal tersebut Maryam Fadhillah Hamdan 
mengungkapkan bahwa melalui mediasi setidaknya mereka bercerai/berpisah secara 
baik-baik, dan silaturrahmi ataupun keharmonisan diantara kedua bela pihak tetap 
terjaga terlebih lagi jika ada anak. Itulah mengapa mediasi dikatakan sangat 
penting.
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Mediasi seharusnya tidak hanya dilakukan pada saat ingin bercerai, namun 
setelah perceraian mediasi pun sangat perlu bagi kedua belah pihak istri maupun 
suami.  
Seperti juga halnya dengan apa yang diutarakan oleh A. Maryam Bakri 
bahwa mediasi juga sangat penting unuk hal-hal setelah perceraian misalnya 
bagaimana pengasuhan anak setelah bercerai, siapa yang bertanggung jawab terhadap 
nafkah anak, pembagian harta dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan istri 
ataupun suami. Mungkin perceraian tidak berhasil namun hal-hal setelah perceraian 
bisa didamaikan.
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Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dalam mediasi, namun kenyataan 
terkadang tidak sesuai dengan harapan. Sejauh ini melalui data yang diperoleh 
penulis keberhasilan mediasi dalam proses perceraian sangat minim. Meskipun dalam 
proses mediasi ada yang berhasil namun hanya sekiar 5%. 
Menurut Ahmad Nur bahwa sebagai Kepala Pengadilan Agama 
Sungguminasa/hakim sangat berharap melalui mediasi dapat membantu dalam 
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meminimalisir meningkatnya angka perceraian, dengan harapan kita tetap berusaha, 
namun hasil akhir tergantung pada kedua belah pihak.
118
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Anshari Rahman bahwa mediasi 
memang sangat baik, namun mediasi hanya merupakan bagian dari proses 
persidangan yang harus diikuti. Setiap keluarga yang datang ke Pengadilan Agama itu 
untuk melakukan perceraian. Jadi, meskipun melakukan mediasi berkali-kali tetap 
pada keputusan awal yaitu melakukan perceraian.
119
 
Tabel 4 
Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Jannuari sampai 
Desember 2016 
Bulan 
Jumlah 
Perkara 
yang di 
Mediasi 
Mediasi 
Ket Tidak 
Berhasil 
Berhasil 
Jannuari 11 11 0  
Februari 18 16 0  
Maret 21 10 0  
April 17 7 1 Dalam Proses 
Mei 19 9 0  
Juni 13 3 0  
Juli 5 2 1 Dalam Proses 
Agustus 15 4 1 Dalam Proses 
September 8 3 0  
Oktober 18 7 0  
November 16 9 0  
 Desember 8 5 0  
Jumlah  186 69 3 Dalam Proses 
     Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa Tahun 
2017
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi di 
Pengadilan Agama Sunggumiasa sangat minim, bahkan dapat dikatakan tidak 
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berhasil. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh para hakim/mediator di 
Pengadilan Agama Sungguminasa.  
Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, harapan untuk menciptakan 
perdamaian antara suami istri yang berselisih atau bersengketa belum efektif. 
Ketidakefektifan tersebut bisa bersumber dari Pengadilan selaku penyelenggara dan 
pihak-pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan. Seharusnya 
mediasi dapat dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan tata 
cara yang berbeda dan ditangani oleh seorang mediator yang ahli dalam hal 
pemecahan masalah keluarga. 
Upaya mediasi mendamaikan dalam perkara perceraian harus dilakukan oleh 
hakim secara optimal, namun tidak dituntut secara optimal. Karena keputusan akhir 
dari mediasi sepenuhnya adalah pihak keluarga yang akan bercerai. Hakim sebagai 
hanya sebagai mediasi yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak sehingga 
pandangan mereka yang berbeda dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan. 
Juga membantu dalam memberikan solusi atau keputusan yang akan diambil. Namun 
tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para 
pasangan yang akan bercerai.
121
 
Jadi hakim mediasi memiliki peranan penting dalam upaya meminimalisir 
angka perceraian, meskipun mediasi yang dilakukan banyak yang tidak berhasil 
dibanding yang berhasil.   
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama 
Sungguminasa tentang “Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa”. Penulis dapat menarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di Kabupaten Gowa 
adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kurangnya rasa tanggung 
jawab terhadap keluarga, adanya gangguan pihak ketiga, faktor ekonomi, dan 
mabuk yang disebabkan krisisnya moral dan akhlak yang dimiliki individu 
masing-masing  
2. Upaya yang dilakukan hakim mediasi dalam membantu mengurangi 
perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ditempuh 
dengan beberapa metode yaitu pertama melalui bimbingan individual yang 
meliputi wawancara mendalam dan mediasi satu persatu/ face to face.  Kedua 
melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat/solusi dan 
sharing.  
B. Implikasi Penelitian 
Penulis menyadari bahwa pada penelitian ini masih banyak kekurangan, baik 
dari segi aspek penelitian maupun isi penelitian. Namun, satu hal yang penulis ingin 
sampaikan bahwa penelitian ini adalah hasil kerja maksimal yang mampu penulis 
lakukan dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus saran yaitu sebagai berikut; 
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1. Diharapkan kepada pihak Pengadilan Agama Sungguminasa agar menambah 
hakim mediasi untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara perceraian. 
2. Diharapkan pula kepada para hakim/mediator agar lebih berupaya dan 
menggunakan metode-metode lain dalam proeses mediasi. 
3. Kepada masyarakat ataupun mahasiswa yang membaca penelitian ini agar 
kiranya lebih memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, 
namun butuh kematangan emosional , kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang 
tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga yang harmonis. 
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Proses Mediasi Pasangan suami istri yang bermasalah 18 Mei 2017  
Pasangan pertama 
 
Pasangan Kedua 
 
 
Wawancara dengan Hakim/Mediator 18 dan 19 Mei 2017 
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Wawancara dengan kepala Pengadilan Agama Sungguminasa/Hakim/Mediator  
19 Mei 2017 
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Wawancara dengan salah satu pihak dari keluarga yang bermasalah, 18 Mei 2017 
 
 
Wawancara dengan salah satu pihak dari keluarga yang bermasalah, 19 Mei 2017 
70 
 
 
 
 
 
  
 
Wawancara dengan salah satu pihak dari keluarga yang bermasalah, 19 Mei 2017 
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
Pedoman wawancara (Hakim/Mediator) 
1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab banyaknya perceraian di Kabupaten 
Gowa? 
2. Bagaimana upaya mediasi dalam mengatasi perceraian keluarga di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
3. Metode seperti apa yang diberikan dalam melakukan mediasi di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan mediasi di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
5. Seberapa sering mediasi diberikan kepada keluarga yang akan bercerai di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
6. Apakah dengan melakukan mediasi dapat mengurangi perceraian keluarga di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
7. Apakah setiap pasangan yang akan bercerai melakukan mediasi terlebih 
dahulu ? 
8. Apakah menurut anda mediasi itu perlu bagi keluarga yang akan bercerai ? 
9. Berapakah jumlah pasangan yang datang ke Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa untuk melakukan mediasi ? 
10. Apakah selama proses mediasi, keputusan akhir sepenuhnya diberikan kepada 
keluarga yang akan bercerai atau mediator juga memiliki hak dalam 
pengambilan keputusan ? 
11. Seberapa besar peran mediasi dalam membantu mengurangi perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
12. Apakah keluarga yang melakukan mediasi kembali rujuk setelah melakukan 
proses mediasi ? 
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13. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
Pedoman wawancara (Kepala Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa) 
1. Sebagai kepala Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa 
bagaimanakah pendapat anda mengenai peningkatan angka perceraian di 
Kabupaten Gowa ? 
2. Bagaimana usaha Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengatasi 
perceraian keluarga di Kabupaten Gowa ? 
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
4. Mengenai mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa  
apakah sudah bisa membantu dalam meminimalisir perceraian keluarga di 
Kabupaten Gowa ? 
5. Apa harapan anda kedepan untuk mengurangi tingkat perceraian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
Pedoman Wawancara (Pasangan yang akan bercerai) 
1. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya mediasi di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kabupaten Gowa ? 
2. Apakah anda datang melakukan mediasi karena kemauan sendiri atau karena 
paksaan ? 
3. Sejauh ini apakah proses mediasi membantu dalam memperbaiki rumah 
tangga anda ? 
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